





A. Latar Belakang Masalah 
Secara umum, mutu merupakan gambaran dan karakteristik 
menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam 
memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat.
1
 Dalam konteks 
pendidikan pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. 
Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan 
untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya 
dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi 
berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia 
(kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumber daya 
selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya.).
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Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling 
berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan. Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya 
perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil.
3
 Pertama 
strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. 
Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua 
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input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) 
dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan 
tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan 
(sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai 
mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh 
teori education production function (pendidikan yang memprioritaskan pada 
kemanfaatan) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), 
melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. Kedua, 
pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh 
jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang 
diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan 
sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat 
dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, 
seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. 
Dalam pendidikan berskala mikro (ditingkat sekolah), proses yang 
dimaksud adalah manajemen sekolah itu sendiri yang meliputi proses 
pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan 
program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan 
catatan bahwa proses belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding 
dengan proses-proses lainnya.
4
 Proses dikatakan bermutu tinggi apabila 
pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, 
kurikulum, uang, peralatan dan sebagainya) dilakukan secara harmonis, 
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sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan 
(enjoyable learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan 
benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.  
Dengan demikian manajemen mutu dalam konteks pendidikan 
mempunyai cakupan yang meliputi berbagai proses pendidikan yang 
dijalankan dalam sebuah lembaga pendidikan. Disamping itu bidang-bidang 
yang harus ditanganinya juga cukup banyak dan kompleks dari mulai 
sumberdaya fisik, keuangan, dan manusia yang terlibat dalam kegiatan proses 
pendidikan di sekolah. Proses pendidikan inilah yang kemudian akan 
membentuk kepribadian siswa menjadi lebih sempurna akhlak dan 
kompetensinya.
5
 Dalam kata lain, akan terbentuk proses pendidikan nilai, 
yakni melibatkan semua aspek dan bervariasi.
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Salah satu proses pendidikan yang dijalankan dalam sebuah sekolah 
yakni di SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cepu Blora sebagai 
salah satu amal usaha dibidang pendidikan yang dimiliki oleh Pimpinan 
Cabang Muhammadiyah Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah. Dalam 
pelaksanaan proses pendidikan, SMP Muhammadiyah Boarding School 
(MBS) Cepu Blora yang merupakan lembaga pendidikan Islam tentunya 
memiliki karakteristik dalam pengelolaan sekolah. Nilai-nilai dalam agama 
Islam tentunya selalu dijadikan pijakan dalam melakukan pengelolaan 
lembaga pendidikan ini. Lebih lanjut, hal ini dapat dipahami karena sejak 
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tahun 2011 mengembangkan pendidikan dengan memadukan sistem pondok 
pesantren dengan menerapkan sistem Boarding School. Boarding School pada 
hakikatnya pendidikan yang dijalankan oleh sebuah lembaga pendidikan yang 
menyatukan antara tempat tinggal siswa dengan proses pendidikan.
7
 Dalam hal 
ini siswa melakukan proses pembelajaran dan aktivitas harian yang telah 
disiapkan oleh lembaga pendidikan tersebut.  
Dalam ruang lingkup yang luas, prinsip-prinsip Islam meliputi 
berbagai hal yang melatarbelakangi proses pelaksanaan pengelolaan sekolah. 
Diantara prinsip yang terkait dengan pengelolaan manajemen sekolah ialah 
profesionalitas dan prinsip musyawarah. Prinsip profesionalitas dalam 
pengelolaan manajemen sekolah untuk mencapai hasil yang baik dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Islam menghendaki agar tugas dan kewajiban dapat 
diberikan pada orang yang betul-betul memiliki keahlian sesuai bidangnya. 
Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam sabda Rasulullah saw.: 
اَِذإ  َةَعا َّسلا رَِظتأنَاف ِِهلأَهأ ِرأيَغ َىِلإ ُر أَم ألْا َد ِّسُو)يراخبلا هاور(. 
Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka 
tunggulah kiamat (kehancuran). (HR al-Bukhari).
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Sementara itu, prinsip musyawarah dalam Islam sebagaimana tertuang 
dalam Q.S.  Ali Imran/3 :159, yang berbunyi : 
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                      
                        
                      
 Maka disebabkan rahmat dari Allahlah, engkau bersikap lemah 
lembut terhadap mereka. Seandainya engkau  bersikap kasar dan 
berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari 
sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun 
bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan 
(tertentu). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad,  
bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-




 Ayat tersebut dari segi redaksional ditujukan kepada  Nabi  Muhammad SAW.  
agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau 
anggota masyarakatnya. Tetapi, seperti yang  akan dijelaskan lebih jauh, ayat 
ini juga merupakan petunjuk kepada setiap  muslim, khususnya kepada   setiap   
pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.
 10
     
Jelas sekali baik prinsip profesionalitas kerja dan musyawarah dalam 
pelaksanaan manajemen sekolah sangat ditekankan dan diperhatikan dalam 
Islam, sehingga tidak ada alasan secara konseptual maupun aplikasi yang 
memperbolehkan seseorang untuk mengambil keputusan yang menyangkut 
kelangsungan hidup orang lain tanpa musyawarah dan profesionalitas kerja 
yang jelas dan sesuai dengan bidang keahliannya. 
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Problematika yang muncul dalam pengembangan manajemen 
pendidikan di SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cepu Blora 
berkaitan dengan prinsip profesionalitas dan musyawarah yakni masih terlihat 
adanya beberapa pos kerja yang kurang sesuai dengan bidang keahliannya, dan 
terdapat penunjukkan tugas tanpa adanya unsur musyawarah terlebih dahulu. 
Keadaan tersebut menimbulkan problem keahlian yang berimbas pada hasil 
yang diperoleh. Sementara pelaku manajemen pendidikan tersebut memiliki 
keyakinan dalam agama yang dipeluknya yaitu Islam yang mengedepankan 
musyawarah dan menunjukkan tugas sesuai dengan tugas dan keahliannya.  
Dengan latar belakang masalah sekaligus upaya penyelesaian dengan 
sistem pengembangan manajemen berbasis nilai Islam dalam hal  ini 
musyawarah dan profesionalitas kerja, maka peneliti tertarik untuk 
melaksanakan penelitian tentang : prinsip-prinsip Islam dalam pengembangan 
manajemen mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) 
Cepu Blora. Dari aktivitas analisis tersebut diharapkan dapat diketahui 
bagaimana SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cepu Blora menerapkan 
prinsip-prinsip Islam dalam mengembangkan manajemen mutu pendidikannya.  
B. Rumusan Masalah 
Berpijak pada penjelasan latar belakang di atas, penulis akan 
mengajukan rumusan masalah yang nantinya akan dijawab melalui penelitian 
yang penulis lakukan. Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan adalah: 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip-prinsip Islam dalam pengembangan 
manajemen mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah Boarding School 
(MBS) Cepu Blora? 
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan prinsip-prinsip 
Islam dalam pengembangan manajemen mutu pendidikan di SMP 
Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cepu Blora? 
C. Tujuan dan Manfaat 
a.  Tujuan 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Islam dalam pengembangan manajemen 
mutu pendidikan SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cepu 
Blora. 
b. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Islam 
dalam pengembangan manajemen mutu pendidikan di SMP 
Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cepu Blora. 
b. Manfaat 
Hasil penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat akademik 
dan manfaat praktis.  
a. Manfaat akademis. 
Secara akademis kajian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan 
khasanah ilmiah terutama tentang prinsip-prinsip Islam dalam 




b. Manfaat praktis.  
Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat diantaranya: 
1) Memberikan masukan bagi SMP Muhammadiyah Boarding School 
(MBS) Cepu Blora dalam rangka meningkatkan manajemen mutu 
pendidikan yang dikelolanya dan menjadi bahwa kajian atau 
penelitian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 
2) Kajian ini berguna bagi peneliti maupun pembaca dalam 
mengetahui bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip Islam dalam 
pengembangan manajemen mutu pendidikan di SMP 
Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cepu Blora. Pelaksanaan 
pengembangan manajemen mutu yang didasarkan dan dijiwai oleh 
prinsip-prinsip Islam akan membawa perubahan yang signifikan 
dalam pola peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, 
penelitian ini dapat menjadi salah satu alternative peningkatan 
pengembangan manajemen mutu pendidikan. 
D. Telaah Pustaka  
Penelitian ini akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait 
dengan tujuan untuk mengetahui sudut pandang penelitian ilmiah yang telah 
dilakukan. Hal ini perlu dilakukan, tidak hanya untuk menunjukkan 
originalitas kajian tesis yang akan di lakukan, lebih dari itu adalah dapat 




1. Tesis Bekti Handayani, NIM : 100030102, 2010, Program Manajemen 
Pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul : 
Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja 
Terhadap Kinerja Guru di SMA Negeri I Karangdowo, yang memberikan 
kesimpulan bahwa ada pengaruh yang positif tingkat pendidikan, sarana 
prasarana dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru di SMA N I 
Karangdowo. Berdasarkan analisis regresi secara parsial untuk variabel 
tingkat pendidikan diperoleh hasil Freg > F tab = 2,220>2,002 .oleh karena 
itu dapat di simpulkan bahwa tingkat pendidikan diterima dan diuji 
kebenarannya, untuk variabel sarana prasarana diperoleh hasil Freg< Ftab 
=1,878 < 2,002, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana 
tidak diterima dan tidak teruji kebenarnya,untuk variabel lingkungan kerja 
diperoleh hasil Freg >F tab = 2,222>2,002,oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa lingkungan kerja diterima dan diuji kebenaranya. 
Berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil Freg > Ftab = 
13,727 > 2,760. Oleh karena itu dapat disimpulkan tingkat pendidikan, 
sarana prasarana dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru diterima dan 
teruji kebenarannya. 
2. Tesis Mar'an Saputra, NIM. 03370297, 2008 UIN Sunan Kalijaga, yang 
berjudul Prinsip-Prinsip Islam Dalam Mewujudkan Demokratisasi DIY 
(Study Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 226), yang 
menyimpulkan bahwa : Undang-undang No. 32 Tahun 2004 merupakan 
acuan sebagai terobosan baru bagi pemerintahan sentralisasi menjadi 
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desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah sebagaimana diatur dalam 
undang-undang tersebut memberikan ruang bagi Daerah Istimewa 
Yogyakarta seperti pada penjelasan pasal 226 Undang-undang No. 32 
Tahun 2004, yang berbunyi: "Pengakuan keistimewaan Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal usul dan perannnya dalam 
sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah 
pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan 
Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon 
dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-
undang ini". Dengan demikian konteksi keistimewaan Yogyakarta lebih 
menjurus pada pengakuan kepemimpinan dalam Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah. Dalam Hukum Islam bahwasanya dalam pengankatan 
Imam dengan menggunakan sistem pengangkatan. Hal ini bisa dilihat dari 
pengankatan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Apabila dikaitkan 
dengan pengangkatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta maka ini 
sesuai dengan pengangkatan Imam dalam Islam. Dengam pengangkatan 
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan kombinasi dengan 
DPRD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disampaikan 
kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan. 
3. Karya Ilmiah Kalthoum Alkandri, yang berjudul The Transformation and 
challenges Of Islamic Education In A Globalized,
11
 yang berisi tentang 
Pendidikan Islam dilihat dari konsep pendidikan tradisional memiliki 
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beberapa faktor dalam peranannya, ada faktor eksternal seperti globalisasi 
dan modernitas dan campur tangan dari pihak US sebaik faktor internal 
yakni orang-orang muslim yang sekuler. Dua sisi faktor tersebut 
memperngaruhi perkembangan  kemajuan dunia pendidikan Islam secara 
umum. Oleh karena itu, pihak umat Islam harus mampu bersatu secara 
komprehensif memiliki pemahaman dalam memajukan pendidikan Islam 
sehingga mampu berkembang dalam era globalisasi.  
Dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat 
diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki beberapa 
kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan di atas. 
Sebagaimana dalam tabel berikut: 
Tabel.1.1 Kesamaan dan Perbedaan Dalam Penelitian 
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226) 
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Penelitian ini kemudian berusaha memotret  keberhasilan sebuah teori 
yang diadopsi dari kaidah Islam yang menfokuskan pada penelitian 
profesionalitas dan unsur musyawarah dalam melakukan pengembangan 
manajemen mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah 3 Blora di Cepu 
sehingga menemukan format ketercapaian tujuan  tentang pelaksanaan, hasil 
dan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan prinsip-prinsip 
Islam khususnya  musyawarah dan profesionalisme.  
 
E. Kerangka Teoritik 
1. Prinsip-prinsip Islam Dalam Pengembangan Manajemen 
a. Prinsip Profesionalitas   
Profesionalisme berasal dan kata profesional yang mempunyai 
makna  berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian 
khusus untuk menjalankannya.
12
 Sedangkan profesionalisme adalah 
tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang professional.
13
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Istilah profesi sudah cukup dikenal oleh semua pihak, dan senantiasa 
melekat pada pegawai karena tugas pegawai sesungguhnya merupakan 
suatu jabatan professional.  
Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau 
jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua 
pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut 
keahlian para pemangkunya. 
14
 Hal ini mengandung arti bahwa suatu 
pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh 
sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui 
pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Ada 
beberapa istilah lain yang dikembangkan yang bersumber dari istilah 
profesi yaitu istilah professional, profesionalisme, profesionalitas, dan 
profesionalisasi secara tepat, berikut ini akan diberikan pengkelasan 
singkat mengeni pengertian istilah-istilah tersebut.  
Professional mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan 
tentang orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang 
penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengn 
profesinya. Penyandangan dan penampilan professional ini telah 
mendapat pengakuan, baik secara formal maupun informal. 
Pengakuan secara formal diberikan oleh suatu badan atau lembaga 
yang mempunyai kewenangan untuk itu, yaitu pemerintah dan atau 
organisasi profesi. Sedang secara informal pengakuan itu diberikan 
                                                          
14
 Botterman, Fricker, Membentuk Pribadi Unggul: Empat Pilar Utama Membangun 
Kompetensi Profesi dan pribadi. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 61. 
14 
 
oleh masyarakat luas dan para pengguna jasa suatu profesi. Sebagai 
contoh misalnya sebutan guru professional adalah guru yang telah 
mendapat pengakuan secara formal berdasarkan ketentuan yang 
berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatan ataupun latar belakang 
pendidikan formalnya. Pengakuan ini dinyatakan dalam bentuk surat 
keputusan, ijazah, akta, sertifikat, dan sebagainya baik yang 
menyangkut kualifikasi maupun kompetensi. Sebutan pegawai 
professional juga dapat mengacu kepada pengakuan terhadap 
kompetensi penampilan unjuk kerja seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pegawai. Dengan demikian, 
sebutan profesional’’ didasarkan pada pengakuan formal terhadap 
kualifikasi dan kompetensi penampilan unjuk kerja suatu jabatan atau 
pekerjaan tertentu. Dalam Undang-Undang Guru (pasal 1 ayat 4) 
dinyatakan bahwa: professional adalah kemampuan melakukan 




Jadi dapat dipahami arti profesional yaitu suatu proses menuju 
kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu 
kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan 
profesional, para pegawai (guru dan non guru) secara bertahap 
diharapkan akan mencapai suatu derajat kriteria profesional sesuai 
dengan standar yang telah ditetapkan menurut Undang-undang nomor 
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14 tahun 2005 yaitu berpendidikan akademik S-1 atau D-IV. Pada 
dasarnya profesionalime merupakan suatu proses berkesinambungan 
melalui berbagai program pendidikan dalam jabatan (in-service).  
Istilah professional berasal dari profession, yang mengandung 
arti sama dengan occupation atau pekerjaan yang memerlukan 
keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. 
Professional adalah para ahli di dalam bidangnya yang telah 
memperoleh pendidikan atau pelatihan yang khusus untuk pekerjaan 
itu. Kemudian bagaimanakah hubungan profesional dengan 
kompetensi. M. Arifin menegaskan bahwa : 
Kompetensi itu bercirikan tiga kemampuan profesional yang 
kepribadian, penguasa ilmu dan bahan pelajaran, dan 
ketrampilan mengajar yang disebut the teaching triad.   Ini 
berarti antara profesi dan kompetensi memilki hubungan yang 
erat: profesi tanpa kompetensi akan kehilangan makna, dan 
kopetensi tanpa profesi akan kehilangan guna.
16
 
Mutu,  kualitas,  dan  tindak  tanduk  yang merupakan  ciri 
 suatu profesi yang dilandasi dengan pendidikan keahlian 
(ketrampilan, kejujuan dll) tertentu.
17
 Profesionalitas  guru yang 
 dimaksud  adalah guru yang menjalankan tugas menjadi pendidik 
yang dituntut mampu mengembangkan sumber daya  manusia yang 
 berkualitas meliputi  proses pembelajaran, administrasi  guru, proses, 
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Jadi yang dimaksud dengan profesionalitas adalah profesi yang 
artinya bidang keahlian tertentu, sedangkan profesionalitas adalah 
orang yang mampu menjalankan profesi dengan keahlian tertentu. Di 
dalam al-Qur’an tidak ada istilah kata profesionalistas secara eksplisit, 
namun secara implisit al-Qur’an menjelaskan profesionalisitas. Dalam 
pembelajaran profesionalitas ini kita dituntut agar menyerahkan segala 
sesuatu pada ahlinya. 
 Profesionalitas merupakan sikap dari seorang profesional, dan 
profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, yang 
disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang 
atau sebagai hobi belaka. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan 
maka profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu 
berfikir, berpendirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja 
keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan 
penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya.
 19
 
Dengan pengertian tersebut, profesionalitas sangat diperlukan 
untuk keberhasilan suatu perusahaan, organisasi dan lembaga. 
Perusahaan, organisasi dan sejenisnya tersebut kalau ingin berhasil 
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program-programnya, maka harus melibatkan orang-orang yang 
mampu bekerja secara profesional. Tanpa sikap dan perilaku 
profesional maka lembaga, organisasi tersebut tidak akan memperoleh 
hasil yang maksimal, bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Dalam 
realitas masyarakat, banyak ditemukan adanya perusahaan, organisasi, 
dan lembaga yang maju, sedang atau biasa-biasa. Diantara faktor yang 
mempengaruhi kemajuan dan kemunduran perusahaan atau lembaga 
tersebut adalah sikap dan perilaku profesional dari orang-orang yang 
terlibat didalamnya, terutama para pemimpinnya. 
 Sementara itu profesionalitas kerja merupakan suatu usaha yang 
dilakukan seseorang, baik sendiri  atau bersama orang lain, untuk 
memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa.  Islam membuka 
pintu kerja bagi setiap muslim agar ia dapat memilih amal atau 
pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan 
pilihannya. Islam tidak membatasi suatu pekerjaan secara khusus 
kepada seseorang, kecuali demi pertimbangan kemaslahatan 
masyarakat dan lingkungan. Islam tidak akan menutup peluang kerja 
seseorang kecuali jika pekerjaan itu akan merusak fisik ataupun 
mental. Setiap pekerjaan yang merusak diharamkan oleh Islam.  
Terdapat delapan etos kerja profesional yaitu: 
1) Kerja adalah Rahmat  
2) Kerja adalah Amanah  
3) Kerja adalah Panggilan 
18 
 
4) Kerja adalah Aktualisasi 
5) Kerja adalah Ibadah 
6) Kerja adalah Seni 
7) Kerja adalah Kehormatan 
8) Kerja adalah Pelayanan 20 
Delapan etos kerja tersebut menunjukkan bahwa seorang 
karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya tidak didasarkan atas 
perintah atasan melainkan keinginan yang kuat untuk melakukan 
sesuatu tanpa paksaan dan dilaksanakan. 
b. Prinsip Musyawarah 
Kata musyawarah terambil dari akar kata syawara, yang pada 
mulanya  bermakna  mengeluarkan  madu dari sarang lebah.
21  
Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala 
sesuatu yang dapat  diambil  atau  dikeluarkan  dari  yang  lain  
(termasuk pendapat).  Musyawarah  dapat  juga  berarti  mengatakan  
atau mengajukan   sesuatu.  Kata  musyawarah  pada  dasarnya  
hanya digunakan  untuk  hal-hal  yang  baik,  sejalan  dengan  makna 
dasarnya. 
 Ayat  al-Qur’an  yang   akar   katanya   menunjukkan 
musyawarah adalah sebagai berikut : 
1) Surat As-Syura (42): 38, Allah menyatakan bahwa orang 
mukmin akan mendapat ganjaran yang lebih  baik  dan  kekal  di 
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   Jansen Sinamo, Delapan Etos Kerja Profesional, (Jakarta: Institut Mahardika. 2005), 
hlm. 226. 
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 Quraish Shihab, Tafsir… hlm. 51. 
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sisi Allah. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang mukmin 
itu adalah orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, 
melaksanakan shalat (dengan sempurna), serta urusan mereka 
diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka 
menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada 
mereka.   
2) Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 233, Apabila keduanya 
(suami istri) ingin menyapih anak mereka (sebelum dua tahun) 
atas dasar kerelaan dan permusyawarahan antar mereka, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. Ayat ini  membicarakan  
bagaimana  seharusnya  hubungan  suami istri  saat  mengambil  
keputusan  yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, 
seperti  menyapih  anak.  Pada  ayat  di atas,  al-Qur’an  
memberi petunjuk agar persoalan itu (dan juga persoalan-




Musyawarah atau demokrasi adalah salah satu contohnya.  
Karena itu pula, petunjuk kitab suci al-Qur’an menyangkut hal ini 
amat singkat dan hanya mengandung prinsip-prinsip umumnya saja. 
Jangankan  al-Qur’an,  Nabi  Muhammad saw. yang   dalam   banyak   
hal menjabarkan    petunjuk-petunjuk    umum   al-Qur’an,   perihal 
musyawarah ini tidak meletakkan rinciannya. Bahkan tidak  juga 
memberikan pola tertentu yang harus diikuti. Itu sebabnya cara 
20 
 
suksesi yang dilakukan oleh empat khalifah beliau Abu Bakar, 
Umar,  Utsman,  dan  Ali  r.  a. berbeda-beda di antara satu dengan 
lainnya.  
Demikianlah, Rasulullah Muhammad saw. tidak meletakkan 
petunjuk  tegas  yang rinci  tentang cara dan pola syura. 
Karena jika beliau sendiri yang meletakkan  hukumnya,  ini  
bertentangan  dengan  prinsip syura yang diperintahkan al-
Qur’an bukankah  al-Qur’an memerintahkan  agar  persoalan   




Sedangkan  apabila beliau bersama sahabat yang lain 
menetapkan sesuatu, itu pun berlaku untuk masa beliau saja. Tidak 
berlaku rincian  itu  untuk  masa  sesudahnya. Bukankah Rasul Saw. 
telah  memberi  kebebasan  kepada  umat  Islam  agar  mengatur 
sendiri  urusan dunianya dengan sabda beliau yang diriwayatkan 
oleh Imam Muslim,  Kalian lebih mengetahui persoalan dunia kalian. 
Dan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Yang 
berkaitan dengan urusan agama kalian, maka kepadaku (rujukannya), 
dan yang berkaitan dengan urusan dunia kalian, maka kalian lebih 
mengetahuinya. 
23
   
Allah telah menganugerahkan kepada manusia kemerdekaan 
penuh dan kebebasan sempurna di dalam urusan dunia dan  
kepentingan masyarakat dengan jalan memberi petunjuk untuk 
melakukan musyawarah. Yakni yang dilakukan oleh orang-
orang cakap dan terpandang yang kita percayai, untuk 
menetapkan bagi manusia (masyarakat) pada setiap periode 
hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan musyawarah. 
Manusia sering mengikat diri sendiri dengan berbagai ikatan 
(syarat) yang manusia ciptakan, kemudian manusia namakan 
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syarat itu ajaran agama. Namun, pada akhirnya syarat-syarat 




c. Prinsip Keadilan dan Keteladanan 
Keadilan dan keteladanan merupakan salah satu penekanan 
dalam manajemen. Berkaitan dengan prinsip keadilan dan 
kemakmuran, Islam telah menuntunkan dalam al-Qur’an, diantaranya: 
1) Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat.  
2) Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. 
An-Nisa’/4: 58-59) 
3) Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin 
yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami 
wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan 
sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami lah 
mereka selalu menyembah (Q.S. Al-Anbiya’/21: 73) 
4) Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. 
Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. 
5) Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang memberikan keputusan di 
antara mereka pada Hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka 
perselisihkan padanya. (Q.S. Sajdah/32: 24 – 25) 
 
Prinsip manajemen berdasarkan uraian ayat di atas yang dapat 
dijadikan pedoman diantaranya prinsip keadilan dalam pengelolaan 
pendidikan. Dengan berpijak beberapa ayat tersebut juga menegaskan 
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2. Manajemen Pengembangan Mutu 
a. Pengertian Manajemen Mutu Pendidikan. 
Manajemen berasal dari bahasa latin, dari asal kata manus 
yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata itu 
digabung menjadi kerja manager  yang artinya menangani. Manager 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to 
manage, dengan kata benda management, dan manager untuk orang 
yang melakukan kegiatan manejemen.26 Akhirnya management  
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau 
pengelolaan.  
Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. 
Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulik karena manajemen 
dipandang sebagai suatu bidang pengatahuan yang secara sistimatik 
berusaha memahami mengapa orang bekerja sama. Dikatakan sebagai 
kiat oleh Follet karena manajemen mencapai sasaran melelui cara-cara 
dengan mengatur orang lain dalam menjalankan tugas. Dipandang 
sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus  
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untuk mencapai suatu prestasi, dan para professional dituntun oleh 
sebuah kode etik.27  
 Manajemen ialah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-
orang “the art of getting things done people”. Meskipun banyak 
definisi manajemen yang telah diungkapkan para ahli sesuai 
pandangan dan pendekatan masing-masing, diantaranya:” 
management is a distinct proses consisting of planning, organizing, 
actuating, and controlling, performend to determine and accomplish 
objectives by the use of human beings and other resources”. 
Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan  pengawasan yang dilakukan 
untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber 
manusia dan sumber lain.28  
Adapun fungsi-fungsi manajemen dijelaskan sebagai berikut : 
2) Perencanaan (planning) 
Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal dari 
keseluruhan fungsi manajemen sebagaimana banyak 
dikemukakan oleh para ahli. Perencanaan adalah aktivitas 
pengambilan keputusan tentang sasaran apa yang akan dicapai, 
tindakan apa yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan 
atau sasaran tersebut dan siapa yang akan melaksanakan tugas 
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tersebut.29 Istilah perencanaan mempunyai bermacam-macam 
pengertian antara lain; perencanaan sebagai suatu proses kegiatan 
pemikiran yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, 
kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, dan 
pelaksana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan 
untuk mencapai tujuan yang dirumuskan secara rasional dan logis 
serta berorientasi ke depan.30 
Perencanaan merupakan suatu proses pemikiran yang 
rasional dan sistematis apa yang akan dilakukan, bagaimana 
melakukannya, kapan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan 
suatu kegiatan yang dilakukan untuk  mutu sehingga proses 
kegiatan dapat berlangsung efektif efisien serta memenuhi 
tuntutan dan kebutuhan masyarakat.  
3) Pengorganisasian (organizing) 
Pengorganisasian merupakan lanjutan dari fungsi 
perencanaan dalam sebuh sistim manajemen. Pengorganisasi bisa 
dikatakan sebagai “urat nadi” bagi seluruh organisasi atau 
lembaga. Oleh karena itu, pengorganisasian sangat berpengaruh 
terhadap berlangsungnya suatu organisasi atau lembaga, 
termaksud di dalamnya lembaga pendidikan.  
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Pengorganisasian merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan 
yang dilakukan oleh sekolompok orang, dilakukan dengan 
membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang diantara  mereka, 
ditentukan siapa yang menjadi pimpinan, serta saling berintegrasi 
secara aktif.31 Keahlian dan mengalokasikan sumber daya serta 
mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian 
tujuan organisasi.32 Dalam kegiatan pengorganisasian ada 
beberapa hal yang perlu di lakukan yaitu; 
a) Penentuan sumberdaya-sumberdaya dan kegiatan-kegiatan 
yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. 
b) Rancangan dan pengembangan suatu organisasi atau 
kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut 
ke daerah tujuan yang dimaksud. 
c) Penguasan tanggung jawab. 
d) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-
individu untuk  melakukan tugas-tugasnya.33 
 
4) Penggerakan (actuating) 
Penggerakan adalah salah satu fungsi manajemen yang 
berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan 
pengorgagisasian. Penggerakan atau actuating adalah upaya untuk 
menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja (man power) serta 
mendayagunakan fasilitas ada yang bukan berupa manusia. 
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Pengarahan tenaga kerja serta pendayagunaan berbagai fasilitas 
tersebut dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan bersama.34  
  Adapun bentuk-bentuk penggerakan sebagai berikut: 
a) Memberikan dan menjelaskan perintah.35 
b) Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan. 
c) Memberikan kesempatan untuk memperluas wawasan. 
d) Memberikan koreksi agar efisien. 
 
Sedangkan teknik-teknik penggerakan sebagai berikut: 
a) Menjelaskan tujuan organisasi kepada setiap anggota 
organisasi. 
b) Mengusahakan agar setiap anggota memahami dan menerima 
tujuan organisasi. 
c) Mengusahakan dan menjaga integritas kelompok atau 
organisasi dengan menjaga hubungan antar anggota 
organisasi dan mengutamakan kerja sama dalam 
melaksanakan tugas atau pekerjaan. 
d) Mengusahakan agar setiap anggota organisasi mengerti 
struktur organisasi dan memahami kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan dalam mencapai 
tujuan bersama. 
e) Memperlakukan setiap anggota organisasi sebagai manusia 
yang mempunyai kepribadian dan martabat kemanusiaan. 
f) Memperhatikan dan berusaha memenuhi kebutuhan-
kebutuhan dan motif-motif bekerja organisasi.36 
 
5) Pengawasan (controlling) 
Pengawasan berarti kegiatan mengukur tingkat efektifitas 
kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat 
tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Pendapat ini menyebut 
tujuan dari pengukuran adalah untuk mencapai efektifitas dan 
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efisiensi.37 Pengawasan adalah proses pengamatan dan 
pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai 
dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya 
terlihat dalam rencana. Pengawasan dilakukan dalam usaha 
menjamin bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan 
kebijakan, strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang 
telah dianalisis, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya.  
Ada istilah lain yang digunakan dalam pengawasan 
(controlling), seperti evaluating, appraising atau correcting. 
Sebelum controlling lebih banyak dipergunakan karena lebih 
mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, 
pengukuran kegiatan dan pengambilan tindakan kolektif.38 
Sedangkan konsep manajemen dalam dunia pendidikan 
adalah konsep manajemen modern dalam dunia bisnis yang 
digunakan sebagai manajemen pendidikan. Dengan demikian 
manajemen pendidikan berarti penerapan konsep dan fungsi-
fungsi manajemen dalam rangka pengembangan lembaga 
pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya 
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pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan 
efesien.39  
Sementara itu, secara umum mutu berarti derajat (tingkat) 
keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang 
maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible.40 
Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, mengacu pada proses 
pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" 
meliputi berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau 
psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), 
sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan 
sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. 41 
Manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan 
alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih 
menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Konsep 
ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih 
memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. 42  
b. Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Pendidikan. 
Ada empat hal yang terkait dengan prinsip - prinsip 
pengelolaan kualitas yaitu;  
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1) Perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus-menerus 
mengumandangkan peningkatan mutu, 
2) kualitas/mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah, 
3) prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan 
pemaksaan aturan,  
4) sekolah harus menghasilkan siswa yang memiliki ilmu 
pengetahuan, keterampilan, sikap arief bijaksana, karakter, dan 
memiliki kematangan emosional. 
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Sistem kompetisi tersebut akan mendorong sekolah untuk 
terus meningkatkan diri, sedangkan penghargaan akan dapat 
memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri setiap 
personel sekolah, khususnya siswa. Jadi sekolah harus mengontrol 
semua sumber daya termasuk sumber daya manusia yang ada, dan 
lebih lanjut harus menggunakan secara lebih efisien sumber daya 
tersebut untuk hal - hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu 
khususnya. Sementara itu, kebijakan makro yang dirumuskan oleh 
pemerintah atau otoritas pendidikan lainnya masih diperlukan dalam 
rangka menjamin tujuan-tujuan yang bersifat nasional dan 
akuntabilitas yang berlingkup nasional.
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Agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu 
tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati 
secara secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan 
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peningkatan mutu tersebut (adanya benchmarking). Pemikiran ini telah 
mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan 
peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang harus berbasis 
sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan.  
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Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, 
masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing - 
masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian 
kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan 
dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui 
pengelolaan sumber daya sekolah yang ada.  
F. Metode Penelitian 
1. Paradigma Penelitian 
Paradigma dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi objek yang alami, dimana peneliti sebagai 
instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara 
trianggulasi (gabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan 
analisis induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 
daripada generalisasi.
46
 Pada dasarnya penelitian kualitatif mencermati 
manusia dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, 
berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia 
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 Dalam penelitian ini yang diamati dan diwawancarai yaitu 
para pengelola SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cepu Blora, 
siswa, dan relasi lain yang menjalankan aktivitas kerjanya terkait dengan 
tema yang diangkat. 
Melalui penelitian kualitatif ini diharapkan memperoleh 
pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta 
yang relevan. Dengan demikian untuk memahami respon dan perilaku 
yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen SMP Muhammadiyah 
Boarding School (MBS) Cepu Blora  ini perlu pengamatan mendalam dan 
penghayatan terhadap gejala yang menjadi fokus penelitian.  
 
2. Jenis Penelitian dan Pendekatan  
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini berdasarkan tipe penelitiannya merupakan 
penelitian deskriptif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini peneliti 
berupaya mendeskripsikan realitas tentang prinsip-prinsip Islam dalam 
pengembangan manajemen mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah 
Boarding School (MBS) Cepu Blora  Ruang lingkup penelitian ini 
merupakan penelitian pendidikan karena akan mengungkap tentang 
manajemen dalam sebuah lembaga pendidikan dari sisi prinsip-prinsip 
Islam.  
b. Pendekatan Penelitian 
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Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan etnografi 
karena peneliti berupaya melakukan penelitian pada sebuah 
lingkungan tertentu yakni SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) 
Cepu Blora yang memiliki karakteristik dalam menerapkan prinsip-prinsip 
Islam guna pengelolaan manajemen mutu pendidikannya.  
3. Tempat dan Waktu Penelitian 
a. Tempat 
Tempat penelitian ini di SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) 
Cepu Blora. 
b. Waktu 
Adapun waktu penelitian selama 4 bulan, yakni bulan Maret sampai 
Juni 2015. 
4. Keabsahan Data 
Uji keabsahan data kualitatif ini dilakukan dengan tiga kriteria 
yaitu: 
a. Validitas 
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 
pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 
peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak 
berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 
sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Kalau dalam obyek 
penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan 
warna merah. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan 
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apa yang terjadi pada obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan 
tidak valid.48 
Kriteria validitas data diuji dengan menggunakan beberapa 
teknik, yaitu: 
1) Meningkatkan ketekunan dalam melakukan pengamatan, jika 
diperlukan memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti dalam 
proses pengumpulan data di lapangan. 
2) Melakukan triangulasi data. 
3) Melibatkan teman sejawat yang tidak ikut dalam melakukan 
penelitian dengan meminta diskusi dan pandangan terhadap hasil 
penelitian. 
b. Reliabilitas 
Reliabilitas ialah mengukur instrumen terhadap ketepatan 
(konsisten). Reliabilitas disebut juga keajegan, consistency, stability 
atau dependability.49  
c. Obyektivitas 
Kriteria reliabilitas dan obyektivitas diuji dengan teknik  
memeriksa ketergantungan dan kepastian data dengan jalan 
memeriksa proses maupun hasil penelitian yang telah dilakukan.50 
Dalam hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang 
terhadap data yang diperoleh dengan cara meminta para informan dan 
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responden untuk membaca hasil wawancara dengan peneliti. 
Pengujian obyektivitas dalam penelitian kualitatif disebut juga 
obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif jika hasil 
penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji obyektif berarti 
menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang yang 
dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 
penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut 
telah memenuhi standar obyektivitas. 
5. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode-metode sebagai berikut: 
Wawancara, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya 
jawab dengan sumber data secara langsung.
51
  Kepala sekolah dan 
wakil kepala bagian kesiswaan dan hubungan masyarakat pada sekolah 
masuk pada kriteria ini. Penggunaan teknik ini dilakukan dengan 
kombinasi antara model wawancara yang ditetapkan (guided interview) 
sesuai dengan permasalahan dan model wawancara yang tidak teratur, 
dalam artian dialog tanya jawab yang dilakukan dalam bentuk bebas 
(inguided interview), akan tetapi tidak menyimpang dan lebih 
diarahkan pada titik permasalahan (garis besar) atau pada informasi 
yang kurang jelas diperoleh, jadi metode wawancara yang penulis 
gunakan disini adalah campuran antara guided dan inguided interview 
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(bebas terpimpin). Untuk mendapatkan hasil wawancara yang 
maksimal, maka pewawancara harus memiliki kemauan mendengar 
secara baik, melakukan interaksi, mengemas pertanyaan, dan 
mengelaborasi secara sopan dan santun.
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Data yang diambil dari wawancara ini adalah data mengenai 
bagaimana SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cepu Blora 
melakukan pengembangan manajemen mutu pendidikan berdasarkan 
nilai-nilai musyawarah dan profesionalitas kerja dalam Islam disertai 
pertimbangan apa saja, dan bagaimana pelaksanaan dari penerapan 
pengembangan manajemen mutu pendidikan tersebut, serta data lain 
yang terkait.  
a. Observasi. Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan 
langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus 
permasalahan yang diteliti.
53
 Obyek yang diobservasi dalam penelitian 
ini adalah berbagai pelaksanaan pengembangan manajemen mutu 
pendidikan dan berbagai langkah atau kebijakan yang telah dilakukan 
oleh kepala sekolah, baik yang berupa yang pembinaan berbasis nilai 
manajemen keislaman, pengambilan keputusan berdasarkan nilai 
musyawarah dan pembangian tugas kerja dalam Islam. Observasi yang 
penulis lakukan di sini adalah termasuk gabungan observasi partisipan 
dan non partisipan. 
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b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang terkait dengan fokus 
penelitian yang berasal dari sumber utamanya (obyek penelitian), 
seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, modul, artikel, jurnal, brosur 
dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. 
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Dengan teknik ini, dapat diambil data mengenai guru dan karyawan 
serta kepala sekolah, pelaksanaan adminitrasi pendidikan  dan 
evaluasi, termasuk  rapat-rapat, notulen, SK-SK pembagian tugas, serta 
data lain yang relevan. 
6. Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan model 
analisis interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Matthew B. Miles 
yang terdiri dari 3 (tiga ) komponen analisis yang saling berinteraksi, yaitu 
reduksi data atau penyederhanaan data (data reduction), sajian data (data 
display), dan penarikan simpulan (data conclution: Drawing/ verying).55  
Gambar 1.1 
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Berdasarkan model analisis interaktif tersebut, maka analisis data ini 
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Peneliti datang ke lokasi penelitian untuk keperluan wawancara, 
observasi dan dokumentasi dalam rangka mengumpulkan data-data 
yang terkait dengan masalah penelitian.  
b. Data-data yang telah terkumpul, selanjutnya direduksi, dipilah-pilah, 
dan dan diklarifikasi secara sistematis untuk kemudian disajikan. 
c. Data hasil sajian kemudian dianalisis. Hasil analisis ini kemudian 
kembali direduksi agar simpulan yang diambil benar-benar dapat 
dipertanggungjawabkan. 
d. Setelah diadakan reduksi data, kemudian data disajikan sebagai 
simpulan, akhir dalam bentuk deskriptif atau gambaran yang tentunya 
juga dilengkapi dengan data-data pendukung untuk kesempurnaan 
hasil penelitian. 
Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil data tentang  
implementasi pengembangan manajemen mutu pendidikan berdasarkan 
nilai musyawarah dan profesionalitas kerja dalam Islam di SMP 
Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cepu Blora  tahun 2015 baik yang 
disadari sebagai sebuah usaha mencari alternatif peningkatan SDM  
maupun tidak disadari berupa tanggapan publik tentang pelaksanaan 
ajaran agama Islam dalam penerapan prinsip-prinsip Islam. Data-data 
tersebut kemudian akan dihadapkan pada teori pencitraan publik, dan 
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dengan menggunakan metode induktif, peneliti akan mengambil 
kesimpulan terhadap hasil pengamatan dari kumpulan data. 
G. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah memahami tesis ini, penulis membaginya 
dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut: 
Penulisan pada hasil penelitian ini diawali dengan bab I yang berisi 
tentang pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka 
teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  
Selanjutnya pada bab II berisi tentang kajian teori yang digunakan 
untuk membahas tema-tema yang berkaitan dengan penelitian ini. Kajian 
teori ini menjelaskan tentang teori tentang Manajemen Mutu Pendidikan, 
kajian tentang nilai musyawarah dalam Islam dan kajian nilai profesionalitas 
kerja menurut Islam.  
Pada Bab III  berisi tentang profil dan pelaksanaan prinsip-prinsip 
Islam dalam pengembangan manajemen mutu pendidikan di SMP 
Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cepu Blora. Profil berisi tentang 
sejarah singkat SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cepu Blora, 
struktur organisasi sekolah, visi dan misi sekolah, kondisi kesiswaan, kondisi 
ketenagaan, guru dan latar belakang pendidikan,   keadaan   karyawan,   
program   peningkatan   mutu  SDM,  mekanisme  penyusunan program 
sekolah, kondisi sarana dan prasarana, program kerja peningkatan mutu, 
kompetansi minimal lulusan, prestasi siswa, kegiatan belajar mengajar, 
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kegiatan extrakurikuler, fasilitas belajar siswa, waktu belajar, formasi kelas, 
ketertiban, kedisiplinan, dan layanan bimbingan konseling. 
Selanjutnya pada bab IV menjelaskan tentang analisis terhadap 
prinsip-prinsip Islam dalam pengembangan manajemen mutu pendidikan di 
SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cepu Blora. Dalam analisis 
ini akan dibagi dalam 2 pembahasan yaitu : 
1. Prinsip-Prinsip Islam Dalam pengembangan manajemen mutu pendidikan 
SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cepu Blora.  
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan prinsip-prinsip 
Islam dalam pengembangan mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah 
Boarding School (MBS) Cepu Blora.  
Pada akhir penulisan tesis ini dimuat pada bab V yakni penutup. Pada 
bab ini memberikan kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya sesuai 
dengan pokok masalah yang dirumuskan. Sekaligus membuat saran-saran 
yang konstruktif dan inovatif tentang temuan penelitian ini. 
 
 
